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Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Hampir 

seluruh kegiatan pemerintahan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, 

hingga pembiayaan program perlindungan sosial, dibiayai melalui penerimaan pajak. Di 

Indonesia, lebih dari dua pertiga pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena 

itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Namun, bagi sebagian masyarakat, istilah perpajakan masih dianggap rumit dan 

membingungkan. Tidak sedikit orang yang menganggap pajak hanya berkaitan dengan 

perusahaan besar atau orang yang memiliki penghasilan sangat tinggi. Padahal, dalam 

kehidupan sehari-hari hampir setiap orang berinteraksi dengan sistem perpajakan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Sebagai contoh, ketika seseorang membeli makanan di restoran tertentu, membeli 

barang elektronik, menggunakan jasa konsultan, membeli kendaraan bermotor, atau 

menjalankan usaha melalui marketplace, kemungkinan besar terdapat unsur pajak di dalam 

transaksi tersebut. Bahkan seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

pekerja lepas (freelancer), content creator, maupun penjual online juga memiliki kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Memasuki tahun 2026, administrasi perpajakan Indonesia mengalami transformasi 

besar melalui digitalisasi layanan. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus 

mengembangkan sistem administrasi modern agar pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan 

transparan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah implementasi Coretax DJP 

sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses, mulai dari 

registrasi wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga administrasi dokumen perpajakan. 

Transformasi digital tersebut membawa berbagai manfaat. Wajib pajak tidak lagi harus 

datang ke kantor pajak untuk melakukan sebagian besar layanan administrasi. Berbagai proses 

kini dapat dilakukan secara daring (online), sehingga menghemat waktu, biaya, dan 

meningkatkan efisiensi pelayanan. 

Meskipun demikian, kemudahan teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal 

apabila masyarakat belum memahami konsep dasar perpajakan. Oleh sebab itu, pemahaman 

mengenai sistem perpajakan Indonesia menjadi bekal penting, baik bagi individu maupun 

pelaku usaha. 

Artikel ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi pemula yang ingin memahami 

sistem perpajakan Indonesia tahun 2026. Pembahasan dimulai dari pengertian pajak, dasar 

hukum, fungsi pajak, hingga bagaimana pajak berperan dalam pembangunan nasional. Dengan 

memahami konsep-konsep dasar tersebut, pembaca diharapkan mampu menjalankan 

kewajiban perpajakan secara benar sekaligus memanfaatkan hak-hak perpajakannya sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Apa Itu Pajak? 

Secara sederhana, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh 

masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak 

bersifat memaksa, namun pemungutannya dilakukan berdasarkan hukum sehingga 

memberikan kepastian dan perlindungan bagi wajib pajak. 

Berbeda dengan pembayaran atas suatu jasa atau barang yang memberikan manfaat 

secara langsung kepada pembeli, pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung 



kepada individu yang membayarnya. Manfaat pajak dirasakan secara kolektif oleh seluruh 

masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan nasional. 

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan 

secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur penting, yaitu: 

1. Pajak Bersifat Wajib 

Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menurut 

ketentuan perpajakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

2. Dipungut Berdasarkan Undang-Undang 

Negara tidak dapat memungut pajak secara sewenang-wenang. Seluruh proses 

pemungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum 

bagi masyarakat. 

3. Tidak Ada Imbalan Langsung 

Ketika seseorang membayar pajak, ia tidak langsung menerima manfaat dalam bentuk 

barang atau jasa tertentu. Namun, manfaat tersebut diwujudkan dalam bentuk fasilitas 

publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

4. Digunakan untuk Kepentingan Negara 

Seluruh penerimaan pajak masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai 

program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 

keamanan, perlindungan sosial, serta berbagai program strategis lainnya. 

 

Mengapa Pajak Sangat Penting? 

Pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Tanpa adanya penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam 

menyediakan pelayanan publik maupun melaksanakan pembangunan nasional. 

Sebagai ilustrasi, ketika pemerintah membangun jalan tol, memperbaiki sekolah negeri, 

membangun rumah sakit daerah, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, atau 

menyediakan subsidi pendidikan, seluruh kegiatan tersebut membutuhkan pembiayaan yang 

sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. 

Selain itu, pajak juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. 

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi, 

memberikan insentif kepada sektor tertentu, atau mengendalikan konsumsi atas barang tertentu 

melalui pengenaan tarif pajak. 

Dengan demikian, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi 

juga merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. 

 

Dasar Hukum Sistem Perpajakan Indonesia 

Salah satu karakteristik utama sistem perpajakan Indonesia adalah seluruh proses 

pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini sejalan dengan konsep 

negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Landasan konstitusional pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang. 



Ketentuan tersebut memberikan kepastian bahwa setiap jenis pajak harus memiliki dasar 

hukum yang ditetapkan melalui proses legislasi. 

2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 

UU KUP merupakan aturan dasar yang mengatur berbagai aspek administrasi perpajakan, 

antara lain: pendaftaran wajib pajak, penerbitan NPWP, pembayaran pajak, pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT), pemeriksaan pajak, keberatan dan banding, sanksi 

administrasi. Undang-undang ini menjadi fondasi utama administrasi perpajakan di 

Indonesia. 

3. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) 

Undang-undang ini mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. 

Di dalamnya diatur berbagai jenis penghasilan, tarif pajak, pengecualian, pengurangan, 

hingga mekanisme pelaporan. 

4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 

UU PPN mengatur pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu di dalam 

daerah pabean Indonesia. Bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), undang-undang ini menjadi salah satu dasar pelaksanaan 

kewajiban perpajakan. 

5. Peraturan Pelaksana 

Selain undang-undang, terdapat berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan 

Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak (PER) yang mengatur aspek teknis pelaksanaan perpajakan. Karena regulasi 

perpajakan dapat berubah mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah, 

wajib pajak perlu selalu memperbarui informasi melalui sumber resmi. 

 

Fungsi Pajak dalam Perekonomian 

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Dalam praktiknya, 

pajak memiliki beberapa fungsi strategis yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pembiayaan negara. 

Dana yang berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai; pembangunan 

jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan dan bandara, pendidikan nasional, layanan 

Kesehatan, pertahanan dan keamanan, pelayanan public, perlindungan sosial, digitalisasi 

pemerintahan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan mengalami 

keterbatasan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku ekonomi 

masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada sektor 

prioritas untuk mendorong investasi atau mengenakan pajak lebih tinggi terhadap barang 

tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan.Melalui fungsi ini, pajak tidak hanya 

menjadi alat penghimpun dana, tetapi juga alat kebijakan ekonomi. 

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah mendistribusikan kembali sumber daya 

kepada masyarakat melalui berbagai program. Contohnya meliputi; bantuan sosial, subsidi 

Pendidikan, subsidi Kesehatan, pembangunan fasilitas umum di daerah. Dengan demikian, 

pajak turut berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. 

4. Fungsi Stabilitas 

Pajak juga menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi 

tertentu, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan perpajakan guna menjaga daya beli 



masyarakat, mengendalikan inflasi, atau memberikan stimulus kepada dunia usaha. 

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat dan 

berkelanjutan. 

 

Penutup Bagian 1 

Memahami pengertian pajak, dasar hukum, dan fungsi pajak merupakan langkah awal yang 

sangat penting sebelum mempelajari aspek-aspek teknis perpajakan. Pajak bukan sekadar 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen utama dalam 

membiayai pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Pada bagian berikutnya, 

pembahasan akan berlanjut mengenai Sistem Perpajakan Indonesia (Self Assessment 

System), jenis-jenis pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Topik tersebut akan 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem perpajakan 

Indonesia bekerja dalam praktik sehari-hari. 
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